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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Viktimologi 

 
Viktimologi merupakan istilah Bahasa Inggris Victimology yang berasal dari 

bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “Logos” yang berarti 

studi/ilmu pengetahuan.
1
 Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang 

mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat 

penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan 

sosial.
2
 

 

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan 

sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan 

sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang 

sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta 

memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak 

mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, 

profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih 

baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang 

aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan 

bagaimana menghindari bahaya. 

                                                             
1 Arief Gosita, Op.Cit, hlm 228 
2 Dikdik. M. Arief Mansur, Op.Cit, hlm 34 
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Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban 

yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan 

masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain 

dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
3
 

 

Tujuan viktimologi menurut muladi adalah : 

1. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. 

2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi. 

3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.
4
 

 

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam 

mempelajari manfaat studi korban, yaitu : 

 

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan 

perlindungan hukum. 

2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak 

pidana. 

3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.
5
 

 

Menurut Arief Gosita, beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari 

viktimologi, yaitu sebagai berikut : 

 

a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang 

menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi 

bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman 

itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan 

konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan 

                                                             
3
 J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Bandung, Eresco , 1995, hlm 25 

4  Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2007, hlm 82 
5 Rena yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu,  

    2010, hlm 39 
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tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan 

viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.  

 

b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik 

tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan 

fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, 

tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai 

kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku 

serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan 

terhadap berbagai macam viktisasi demi menegakkan keadilan dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak 

langsung dalam eksistensi suatu viktisasi.  

 

c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai 

hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang 

dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.  

 

d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak 

langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat 

penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap 

orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan 

sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam 

pemerintahan untuk keuntungan sendiri.  

 

e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian 

viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam 

keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap 

pelaku kriminal. 
6
 

 

 

B. Pengertian Perdagangan Orang 

 

Istilah perdagangan manusia berasal dari bahasa inggris dan mempunyai arti 

“illegal trade” atau perdagangan ilegal. Berbicara mengenai perdagangan 

manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa dengan 

perbudakan yang sudah dilarang diseluruh dunia. 

 

Definisi mengenai pengertian perdagangan manusia mengalami perkembangan 

sampai dengan ditetapkannya Protocol to Prevent, Suppress, and Punish 

                                                             
6 Arief Gosita, Op.Cit, hlm 330 
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Trafficking in Persons Especially Woman and Childern Suplementing the United 

Nation Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000. Definisi 

ini secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan PBB dalam protokol, 

yaitu protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, 

terutama perempuan dan anak-anak. Konvensi PBB tersebut menentang kejahatan 

terorganisir transnasional tahun 2000 menyebutkan definisi perdagangan manusia 

yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini 

menyebutkan sebagai berikut : 

 

(a) “Perdagangan manusia” adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penampungan, atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara 

paksa, atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau 

penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian, atau 

penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari 

seseorang yang mamiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkn orang lain 

atau bentuk-bentuk eksploitas seksual yang lain, kerja paksa, atau wajib kerja 

paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip perbudakan, 

penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. 

 

(b) Persetujuan korban perdagangan manusia atau eksploitasi yang dimaksud 

dalam Ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang 

disebutkan pada Ayat (a) digunakan. 

 

(c) Perekrutan, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk 

tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” walaupun 

hal ini tidak melibatkan cara-cara sebagaimana disebutkan dalam Ayat (a)  

pasal ini. 

 

(d) Anak-anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. 
7
  

 

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang 

adalah : 

 

                                                             
7
 Farhana, Op. Cit, hlm 16  
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1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau 

menerima. 

 

2. Sarana untuk mengendalikan korban : ancaman, penggunaan paksaan, berbagai 

bentuk kekerasan, penipuan, penculikan, kecurangan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau 

keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang 

kendali atas korban. 

 

3. Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual 

lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ 

tubuh.
8
 

 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi mengenai perdagangan 

orang, yaitu “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau 

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 

negara, untuk tujuan ekspolitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” 

 

 

 

                                                             
8 Ibid, hlm 16 
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C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi dua macam perbuatan pidana 

yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku ke dua, sedangkan 

pelanggaran diatur dalam buku ke tiga. Pada dasarnya kedua macam perbuatan 

pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak 

sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap 

ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan 

kejahatan ataupun pelanggaran.
9
 

 

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman pidana itu 

sendiri, sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu 

harus dipahami tentang pengertian pidana.  

 

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi 

ketentuan-ketentuan tentang :  

 

1. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan 

melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu 

yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang 

melanggar larangan itu;  

 

                                                             
9 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta,PT.Raja Grafindo,2010,hlm 45. 
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2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si 

pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada 

larangan perbuatan yang dilanggarnya;  

 

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui 

alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang 

disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha 

negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap 

dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh 

tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-lindungi dan 

mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara 

menegakkan hukum pidana tersebut.
10

 

 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu strafbaar feit yang terdiri dari tiga kata, yakni straf  yang 

diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar yang diterjemahkan dengan dapat 

atau boleh, dan feit yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, 

dan perbuatan.  

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai 

apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana 

disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. 

Istilah stafbaar feit atau kadang disebut sebagai delict (delik) diterjemahkan ke 

                                                             
10 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2 
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dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah. “Delik adalah tindakan 

kriminal/tindakan melanggar hukum“.
11

 

 

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa 

unsur yakni : 

 

a. Suatu perbuatan manusia; 

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang; 

c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 

dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang 

bersifat aktif  yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-

undang, dan perbuatan yang bersifat  pasif  yaitu tidak berbuat sesuatu yang 

sebenarnya diharuskan oleh hukum. 
12

 

 

Beberapa sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan 

intilah strafbaar feit, sebagai berikut. : 

 

a. Simons : 

Tindak pidana adalah perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana yang 

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 

 

b. Moeljatno : 

                                                             
11 Adi Gunawan, Kamus Ilmiah Populer, Kartika, Surabaya, 2000, hlm 75 
12 Teguh Prasetyo, Op.Cit hlm 48. 
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Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa 

yang melanggar larangan tersebut. 

 

c. Pompe : 

Menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu : 

 

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 

umum. 

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

 

d. Vos : 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh peraturan 

undang-undang, jadi suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dengan 

ancaman pidana. 

 

e. Van Hamel : 

Tindak pidana adalah perbuatan orang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat 

melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
 13

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 71 



27 
 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi 

menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. 

 

Menurut Lamintang, 

Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

 

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 

  

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).  

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP. 

3) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad , misalnya 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.  

4) Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak 

pidana Pasal 308 KUHP 

 

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 

  

1) Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid.  

2) Kualitas dari si pelaku.  

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu sebagai kenyataan.
14

 

 

 

D. Pengertian Anak  

 

Secara umum dalam kehidupan sehari-hari istilah anak seringkali diartikan 

seseorang yang belum dewasa atau keadaan yang mengharuskan anak tersebut 

berada dalam pengawasan wali meliputi segala bentuk kepentingan yang 

                                                             
14 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997,hlm 194. 
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dilakukan oleh anak tersebut. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah 

dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan 

martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah 

tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki 

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak 

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 

diskriminasi. 

 

Dalam rumusan hukum positif di indonesia menentukan kriteria batasan usia 

untuk seorang anak, diantaranya adalah : 

 

1. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada 

Pasal 1 angka (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak 

nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak 

dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan syarat 

kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam 

perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang 

terikat dalam perkawinannya atau perkawinanya putus karena perceraian, maka 
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si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan 

belas) tahun. 

  

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 1 angka (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan 

batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pada Pasal 330 KUH 

Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka 

yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin 

sebelumnya. 

 

Berbagai macam definisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi 

perundang-undangan yang ada sehingga pada praktiknya di lapangan akan banyak 

kendala yang terjadi akibat dari adanya perbedaan tersebut. 

 

Kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia 

maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum 

sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi 

seorang subyek hukum yang data bertanggungjawab secara mandiri terhadap 

perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak 

tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatakan bahwa 



30 
 

seseorang telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia dapat melakukan 

perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain baik orang tua maupun wali. 

 

 

E. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 

 

Manusia adalah makhluk sosial, konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai 

makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara 

manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui 

kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka 

terkandung adanya hak dan kewajiban. 

 

Negara wajib menyelenggarakan perlindungan hukum bagi warga negaranya. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa 

salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai 

tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan hukum 

bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun 

perorangan dapat menjadi korban kejahatan dan hal ini merupakan bagian dari 

perlindungan kepada masyarakat. 

 

Menurut Arif Gorsita, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang 

secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan 
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fisik, mental, emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi 

melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum.
15

 

 

Memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan 

dan hak asasi manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukan korban 

kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, perlu 

perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan 

yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakan hukum. Terjadinya 

tindak pidana perdangan orang terhadap anak, perlu diikuti dengan adanya suatu 

kebijakan dibidang hukum, yakni kebijakan hukum pidana yang ditujukan sebagai 

sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai 

kesejahteraannya. 

 

Salah satu usaha pencegahan dan penaggulangan kejahatan adalah dengan 

mengenankan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana, fungsi yang 

khusus dalam hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap 

perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang 

sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang 

hukum lainnya.
16

 Oleh sebab itu, dalam mengatasi terjadinya tindak pidana 

perdagangan orang bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga 

merupakan tugas aparat legislatif. 

 

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula 

beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian, hal ini disebabkan dalam 

                                                             
15 Arif Gorsita, Op.Cit, hlm 46 
16 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997, hlm  11 
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konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum 

pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana, 

adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut : 

 

1. Asas Manfaat 

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya 

kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga 

kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi 

jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. 

 

2. Asas Keadilan 

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan 

tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus 

juga diberikan pada pelaku kejahatan. 

 

3. Asas Keseimbangan 

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan 

terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan 

masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restitutio in 

integrum), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya 

pemulihan hak-hak korban. 

 

4. Asas Kepastian Hukum 
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Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat 

penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum pada korban kejahatan.
17

 

 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa “perlindungan saksi dan korban 

dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. 

Hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang adalah sebagai berikut : 

 

a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan 

keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44). 

 

Kerahasiaan identitas merupakan perlindungan keamanan pribadi korban dan 

ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain. Dengan kerahasiaan identitas 

korban ini menghindari penggunaan identitas korban seperti tentang sejarah 

pribadi, pekerjaan sekarang dan masa lalu, sebagai alasan untuk menggugurkan 

tuntutan korban atau untuk memutuskan tidak dituntut para pelaku kejahatan. 

 

 

b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, 

jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47).  

 

                                                             
17 Dikdik. M. Arief Mansur, Op.cit, hlm 164. 
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Perlindungan keamanan dari ancaman terhadap diri, jiwa dan/atau harta sangat 

diperlukan oleh korban, karena kerentanan korban yang diperlukan 

kesaksiannya, dapat diteror dan diintimidasi dan lain -lain telah membuat 

korban tidak berminat untuk melaporkan in formasi penting yang diketahuinya. 

Jika perlu korban ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan atau 

disebut rumah aman. Perlindungan terhadap korban diberikan baik sebelum, 

selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 

 

c. Hak untuk mendapat restitusi (Pasal 48).  

 

Setiap korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti 

kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk 

tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang 

diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. 

 

d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan 

dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51). 

 

Dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa rehabilitasi kesehatan 

maksudnya adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. 

Rehabilitasi sosial maksudnya adalah pemulihan dari gangguan terhadap 

kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat 

melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga mau pun 

dalam masyarakat. 

e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke 

Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).  
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Korban yang berada di luar negeri akan diberikan bantuan untuk dipulangkan 

melalui perwakilan di luar negeri yaitu kedutaan besar, konsulat jenderal, 

kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau 

kekonsuleran lainnya dengan biaya negara. Secara garis besar aturan-aturan 

tentang tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan kovensi yang 

sudah diratifikasi walaupun belum sempurna. 

 

f. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis 

 

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari 

tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat 

yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat 

fisik. Pengaruh akibat tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung 

selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk sebagian korban 

pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan 

akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah 

korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti 

tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu 

diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam 

rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping 

korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban 

dan tidak menghakiminya. Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus 

benar–benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan 
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trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa 

aman terhadap dirinya.
18

 

 

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menentukan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam 

situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 

penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, 

anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran” 

 

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap anak yang 

diperdagangkan telah dipertegas dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya 

pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh 

pemerintah dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 http://www.infocrim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=42,  diakses pada  

    tanggal 30 Agustus 2014 
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